l. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Indonesia adalah negara maritim terbesar
di dunia, yang memiliki 17.504 pulau yang
membentang dari barat sampai timur dengan
panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km
serta luas wilayah laut sekitar 5,9 juta’km
Saat ini, pemerintah dan bangsa Indonesia
dan akan

sedang merencanakan segera

mendmplementasikan  visi  kemaritiman
sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional. Minimal dérdapat lima program
utama yangcukup strategis dan akalicapai
dalam implementasi visikemaritiman ini,
yaitu (1) RenguatanBudayadan Sumberdaya
Manusia Bidang Kemdiman, yang selama
ini 6 n y ahilangsolehpembangunamudaya
dan sumberdaya manusia yang berorientasi
pada pembangunan wilayah dar@ipland
development) (2) Penguatan Blayan dan
Masyarakat Pesisisebagai pilar kedaulatan
pangan nasional, (3) Pembanguan
Infrastruktur Maritim (Tol Laut - Integrated
Maritime National Systenm); (4) Penguatan
Keamanan Laut Terintegrasilengan pola
navigasi maritimedan sistem zonasi laut; dan
(5) Penguatan plomasi Maritim, dengan
menggunakan posisi geografis Indonesia yang
strategis menjadi kekuatan diplomasi.

Apabila dikaji

hat

lebih  mendalam, akan
ter |l bahwa
semacam jiwa atau semangat yang telah
tertanam lama padairi Bangsa Indonesia

sejak masa lalu. Sehingga mendorong
pembangunan maritim akan lebih mengarah

kepada mengembalikan kejayaan Bangsa

Indonesia yang pernah menguasai lautan dan
bahkan pernah menjelma menjadi kekuatan
laut yang cukup disegani di Asia daunia.
Mungkin tidak banyak yang mengetahui
bahwa sejarah mencatat masa kejayaan
Sriwijaya, Majapahit hingga Demak sebagai
penguasa lautan yang diakui dan disegani
berbagai bangsa saat itu, yang menunjukkan
penguasaan lautan secara defacto melebihi
sekeda konsepsi kewilayahan dan hukum saat
ini. Oleh karena itu, pembangunan maritim
berarti pula sebagai upaya mengembalikan
kembali semangat kelautan Bangsa Indonesia
yang ditopang utamanya oleh penguatan
budaya dan sumberdaya manusia kemaritiman.
Pengembanga Pendidikan Kemaritiman
menjadi unsur yangsangat pentingdalam
proses penyiapasumberdaya manusigang
berkualitas, tangguh dan terampil sehingga
dapat lebih produktif dan berdaya bersaing
tinggi serta memlikisikap mental maritime
yang
sumberdaya

tangguh  Peninglatan kialitas

manusia kemaritiman  ini
merupakan salah satu faktor penentu dalam
mencapai keberhasilan program pembangunan
kemaritiman nasional

Merujuk padasemangat bangsa Indonesia

untuk membangun kembali maritimdan

Omar i t idaldn sargkae nneemyiapkan ursbdrdalaa h

manusia kemaritiman yang mampu bekerja
dengan integritas yang tinggi serta mampu
menghadapi situasi perubahan saat ini, maka
melalui Kerjasama Utaratara Sulawesi

digagasPendirian Politeknik Maritim yang
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akan menyelenggarakan pendidikan vokasi
berbasis kompetensi bidang kemaritiman.
Gagasan inimerupakan upaya strategis hasil
sebuah komitmen yang kuat dari Pemerintah
Daerah KabupatemBuol (Sulawesi Tengah),

Gorontalo Utara (Provinsi Gorontalo), dan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Suhwesi Utara)

bersamssama

(Provinsi untuk secara

rendorong akselerasi
pembangunan di Kawasan Utara Sulawesi
termasuk pembangunan di bidang pendidikan
yang tidak terpisahkan dari pembangunan
pendidikan nasionaBSejalan dengan itu, maka
Politeknik Maritim Negeri iniakan dinamakan
Politeknik Maritim Negeri Utara Sulawesi dan
diusulkan untuk didirikan dBoroko, ibukota
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tempat
lahirnya gagasan pendirian lgeknik ini.
Sehingga secara lengkap nama perguruan
tinggi
Maritim Negeri Utara Sulawesi Boroko atau
Polimar-NUSA Boroko.

Hingga saat ini, di Sulawesi tercatat hanya

yang diusulkan adalahPoliteknik

tiga perguruan tinggi setingkat akademi pada
bidang maritim, yaitu Akademi Maritim
Utarp dan

Akademi Maritim Indonesia Aipi, Makassatr,

Indonesia Bitung (Sulawesi

serta Akademi Maritim Indonesia Veteran,
Makassar (Sulawesi Selatan). Sedangkan yang
setingkat Politeknik, hanya terdapat satu, yaitu
Politeknik llmu Pelayaran Makassar (Sulawesi
Selatan) dan di tingkat nasional, saat ini yang
tercatat dan secara resmi
Politeknik
(PoliMARI)

Terdapat jugaFakultas dan Jurusan pada

berjalan adalah

Maritim  Negeri  Indonesia

Semarang, Jawa Tengah.

bidang Perikanan dan Kelautan di beberapa

Perguruan Tinggi baik di wilayah Provinsi
Gorontalo, Sulawesi Tggah maupun Provinsi
Sulawesi Utara, namun demikian masih belum
terasa nuansa dan semangat maritim dalam
pengelolaarsumberdaya alam pesisir dan laut
secara terpadu dan berkelanjutan. Sehingga
pengelolaan sumberdaya alam dan -jasa
maritim  rasih

lingkungan menghadapi

berbagai masalahdan belum berdampak
signifikan terhadap perubahan sosial ekonomi
masyarakat, iklim usaha serti&elestarian
sumberdaya laut.

Terkait Sekolah

Tinggi bidang kemaritiman yang masih sangat

dengan keberadaan
minim di Sulawesi blakan di Indonesia, maka
pendirianPolimar-NUSA Boroko ini menjadi
sangat strategis dan perlu mendapat dukungan
dari
Riset,

berbagai pihak termasuk Kementrian
Teknologi
Polimar-NUSA Boroko,

muatanpendidikan tentang kongsi Indonesia

dan Pendidikan Tinggi.
Melalui maka
sebagai negara maritinintuk memperkuat
jiwa dan jati diri bangsa sebagai bangsa bahari
akan semakin besar.Usulan pendirian
Polimar-NUSA Boroko ini juga didukung
oleh posisigeografis Kawasan Utara Sulawesi
dimana garis pantainyberhadapariangsung
dengan Laut Sulawesiyang secara gec
ekonomimaupungeo-politik berpeluang untuk
berkembang menjadi kawasan stratagisuk
perkembangan ekonomi nasional dan juga
diplomasi kemaritman.

Posisi geografis ini juga akan menjadi
peluang yang sangatekar sejalan dengan
implementasi dari Program Nasional Tol Laut
Utara

yang akan mendorong Kawasan

Sulawesi menjadi salah satu penunjang utama
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jalur tol laut menuju Pelabuhan Bitung. Oleh
karena itu, pembangunan penunjang yang
mencakup pngembangan aktivisa ekonomi

baik perikanan

tangkap, budidaya dan

yang
dikembangkan dalam bentuk industri strategis

pengolahan hasil perikanan
maritim sangat potensial untuk dikembangkan

di kawasan ini. Begitu pula dengan
pengembangan jasa lingkungan kelautan yang
mencakup pnelitian, wisata bahari,
konservasi, transportasi dan pelabuhan serta
galangan kapal. Akselarasi pembangunan
kemaritiman di kawasan ini tentunya akan
sangat membutuhkan dukungan sumberdaya
manusia yang terampil dan memiliki wawasan
kemaritiman yang luaskan menjadi tugas

utama darPolimar-NUSA Boroko.

1.2 Tujuan Penyusunan Studi Kelayakan
Tujuan dari PenyusunaDokumen Studi

Kelayakan Pendirian  Polimar-NUSA

Boroko ini adalah

(1) mendapatkan informasi tentang deskripsi
kompetensi  lulusan Polimar-NUSA
Boroko yang dibutuhkan oleh pasar kerja,

(2) mendapatkan informasi tentang potensi

kebutuhan  lulusan Polimar-NUSA
Boroko oleh pasar kerja,

(3) mendapatkan informasi tentang potensi

lulusan SMU atau SMK yang relevan

untuk melanjutkan studpada Polimar-

NUSA Boroko,

Berdasarkan uraiatersebut diatas, maka
perlu disusunDokumen Studi Kelayakan
Pendirian Polimar-NUSA Boroko yang akan
mendlarifikasi terhadapeberapgertanyaan
berikut ini, (1) Bagimanakah deskripsi
kompetensi lulusanPolimar-NUSA Boroko
kerja(2)

kebutuhan

yang dibutuhkan oleh pasar
Bagaimanakah potensi lulusan
Polimar-NUSA Boroko oleh pasar kerja(3)
Bagaimanakah potensi lulusan SMU atau
SMK yang relevan untuk melanjutkan studi
Polimar-NUSA 4)

Bagaimanakah kesiapatakeholder, termasuk

pada Boroko;
Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow
Utara dalam mengelola Polimar-NUSA
Boroko; (5) Berapa besarkah proyeksi
kebutuhan calon mahasiswa paBalimar-

NUSA Boroko.

(4) mendeskripsikan kesiaparPemerintah

Daerah Bolaang Mongondow Utara

dalam mengelola Polimar-NUSA
Boroko,

(5) memperoleh gambaran terkait dengan

proyeksi calon mahasiswa yang bisa

diterima padd@olimar-NUSA Boroko..
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. METODOLOGI

2.1 Waktu dan Lokasi Penyusunan

Proses PenyusunanDokumen Studi yang cakupan kajiannya meliputi sebagian
Kelayakan Pendirian  Polimar-NUSA besar wilayah Kabupaten Bolaang
Boroko ini dilaksanakarselama 3 (tiga) bulan Mongondow Utara.

2.2 Tahapan Penyusunan
Tahapan Penyusunadokumen Studi tahap kegiatanseperti yang diuraikan pada
Kelayakan Pendirian  Polimar-NUSA Tabel 1 berikut.

Boroko ini dilaksanakan dalam beberapa

Tabel 1. TahaparPenyusuna®okumen Studi Kelayakan PendirianPolimar-NUSA Boroko

Tahapan Aktivitas Output
Persiapan Koordinasi internal tinpenyusun  SK Bupati Bolaang MongondoUtara
dan dengan pemberi tugas No. 104 Tahun 2106 Tentang

Pembentukan dan Pemberian
Honorarium Bagi Tim Kerja Pendiriar
Politeknik Maritim Negeri di
Kabupaten Bolaang Mongondow Uta

Presentasi 1 Penyampaian informasi awal Materi Presentasi
Pendahuluan terkait dengamencana
Pendirian Politeknik Mritim.

1 Terdapatnya usulan, tanggapa
dan tambahan informasi dari
Pimpinan dan staf SKPD yang
hadir pada Presentasi
Pendahuluan.

Pengumpulan Pengumpulan data sekunder yan¢ Data Awal Kajian
Data Sekunder bersumber dari data pada instans|

dan SKPD serta adia online
Pengumpulan Survey Lapangapang Data hasil survey
Data Primer dilaksanakan untuk mendapatkan

data dan informasi mengenai
berbagai aspe#talam penyusunan
studi kelayakan

Kompilasi dan Input data survey lapangaan Profil Awal Kelayakan Pendirian
Analisis Data analisis sesuai dengan instrumen Politeknik Maritim

dan metodologi yang digunakan
Penyusunan Kompilasi data dan informasi Dokumen Studi Kelyakan Pendirian
Dokumen Studi survey lapangan dengan Politeknik Maritim Negeri
Kelayakan memfokuskan kepadeelayakan
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BAB Il
ASPEK LEGALITAS

3.1 Tinjauan Regulasi Nasional

No. Regulasi Tentang

1. UndangUndang Republik Indonesia Sistem Pendidikan Nasional
Nomor 20 Tahun 2003

2. UndangUndang Republik Indonesia Pendidikan Tinggi
Nomor 12Tahun 2012

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Nomor 8 Tahun 2

4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Nomor 4 Tahun 2014 Pengelolaan Perguruan Tinggi

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
Nomor 32 Tahun 2013 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendirian, Perullean, Pembubaran Perguruan
Pendidikan Tinggi Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan,
Republik Indonesia Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Kebudayaan Republik Indonesimmor 50
Tahun 2014

8. Peraturan MenteRendidikan dan Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Tinggi
139 Tahun 2014

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional
KebudayaarRepublik Indonesia Nomor 7. IndonesiaBidang Pendidikan Tinggi
Tahun 2013

10. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Neg
Kebudayaan Republik Indonesiebmor 84 Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dose
Tahun 2013 Tetap Pada Pergurudinggi Swasta

11. | Peraturan MentePendidikan dan Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jab:
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor . Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri
Tahun 2013

12. | PeraturarMenteriPendayagunaan Jabatan Fogsional Dosen DaAngkaKreditnya
AparaturNegaradanReformasiBirokrasi Dengan Rahmat Tuhan YangVlahaEsa
Nomor17 Tahun 2013

13. | Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2015

14. | Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Pedoman Pembukaan Program Stiaiatau

Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor
108/Dikti/Kep/2001

Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000
Tentang Pendirian Perguruan Tinggi
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15. | Peraturan MenteRendidikan dan

Rumpun limu Pengetahuaian Teknologi Serta

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Gelar Lulusan Perguruan Tinggi

154 Tahun 2014

3.2 Tinjauan Yuridis PembangunanKemaritiman

Upaya membangun Indonesia sebagai
sebuah negara maritim yang kun tangguh
sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai
Poros Maritim Dunia harus dilaksanakan
dalam konteks Indonesia sebagai negara
hukum ¢echtstaat)sebagaimana diamanahkan
dalam UUD 1945. Hal ini berarti bahwa upaya
ke arah pembangunan Negara Maritarus
didukung dan didasarkan pada peraturan
peraturan hukum yang memberikan legitimasi
yang
kepentingan dalam menjalankan perannya

kuat kepada semua pemangku
masingmasing.

Pembukaan UUD 1945 pada Alinea4ke
tegas menyebutkan bahwa tujuan Negara
Kesatua Republik Indonesia didirikan adalah:
(1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan
(2)
3)

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut

seluruh  tumpah darah Indonesia,

memajukan  kesejahteraan  umum,
melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan
kemerdekaan, peathaian abadi dan keadilan.
1945

bahwa

Pasal 25A Undangndang Dasar
k&,

fiNegara Kesatuan Republik Indonesia adalah

amandemen menyatakan
sebuah Negara Kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah dan bataatas

dan hakhaknya ditetapkan dengan undang
undan@ . Dengan
Indonesia sebagai Negara Maritim harus
digunakan sebagai modal kekayaan pemberian

Tuhan Yang Maha Kuasa untuk tujuan

sebagaimana diamanahkan oleh Alineadke
dari Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain
pembangunan kemairitan sekurang
kurangnya memenuhi 4 (empat) tujuan yakni:

tujuan pertahanan keamanan; kesejahteraan

umum; edukasi; dan tujuan perdamaian
internasional.
Konsep kemaritiman dan kelautan

merupakan konsep yang multidimensi, yang

meliputi dimensi pertahanan keanan,
dimensi ekonomi dan lingkungan, dan dimensi
sosial budaya. Begitu juga lingkup hukum
yang mengaturnya tidak saja meliputi hukum
nasional, tetapi acapkali bersentuhan dengan
hukum internasional dengan perubahan dan
percepatan substansi regulasi yadgmikian
cepat. Oleh karena itu, landasan hukum dalam
hukum  dan

pengembangan kebijakan

kemaritiman dan kelautan harus dapat
bergerak seiring dengan percepatan perubahan
peta regulasi global sedemikian sekaligus
dapat menjawab kebutuhan regulasi di tingkat
nasional dan daerah.

Salah satu aspek hukum yang perlu
mendapat perhatian dari Pemerintah adalah
ketentuan Article 62 dari UNCLOS 1982 yang
berisikan ketentuan kewajiban negara pantai

untuk memberikan kesempatan kepada negara

d e mi ki a tain dalakn pemamfaatkaa sumbdaya hayati

perikanan di perairan ZEE, dalam hal negara

pantai tidak mampu mengeksploitasi secara
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